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ANALISIS PENANGANAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KSPPS
BINA INSAN MANDIRI SELOKATON, KARANGANYAR

Abstrak

Pembiayaan Murabahah adalah suatu kegiatan jual beli barang dengan
menyatakan besar harga perolehan serta harga keuntungan yang telah disepakati
kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam setiap pembiayaan akan
dihadapkan dengan suatu permasalahan. Pada masa pandemi covid-19 ini, minat
masyarakat dalam pembiayaan menurun karena takut tidak dapat melunasi
pembiayaan murabahah. Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya
pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS BIM Selokaton dan bagaimana
strategi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah.
Peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris dan penelitian ini
mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lapangan guna mendapat data
primer. Hasil penelitian yang diperoleh penulis pembiayaan bermasalah terjadi
karena faktor internal dan faktor eksternal seperti lemahnya SDM (Sumber Daya
Manusia) dan banyaknya pengusaha yang bangkrut dan karyawan yang terkena
PHK karena terdampak covid-19. Dengan adanya strategi seperti rescheduling,
reconditioning dan restrukturing serta memberikan berbagai pelatihan pada
karyawan KSPPS BIM Selokaton, pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan
baik. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami serta menganalisis cara
penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah dimasa
pandemi covid-19.

Kata Kunci: kspps, murabahah, pembiayaan bermasalah, pandemi covid-19

Abstract

Murabahah financing is an activity of buying and selling goods by stating the
amount of the acquisition price and the profit price that has been agreed upon by
both parties, namely the seller and the buyer. In every financing will be faced with
a problem. During this COVID-19 pandemic, public interest in financing
decreased for fear of not being able to pay off the murabahah financing. This
study discusses the causes of problematic financing that occurred in KSPPS BIM
Selokaton and how to prevent the occurrence of non-performing financing in
murabahah contracts. The researcher uses an empirical type of research and this
research requires the author to conduct field research in order to obtain primary
data. The research results obtained by the author of problematic financing occur
due to internal factors and external factors such as weak human resources (Human
Resources) and the number of bankrupt entrepreneurs and employees who have
been laid off due to being affected by COVID-19. With strategies such as
rescheduling, reconditioning and restructuring as well as providing various
trainings for KSPPS BIM Selokaton employees, problem financing can be
resolved properly. Lack of human resources and rising of entrepreneurs
bankruptcies that affected many employee sent home during COVID-19
pandemic.

Keywords: kspps, murabahah, problem financing, covid-19 pandemic



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang penduduknya beragama islam sebesar 87,2% pada
tahun 2021 dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.
Bagi umat muslim yang taat, setiap tindakan haruslah sesuai dengan syariat-
syariat islam (Thoir, 2010). Salah satu aspek syariah yang tak lepas dari kalangan
umat muslim adalah sektor perbankan dan keuangan. Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa
lembaga perbankan mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat
dan mengarahkan kembali dana yang dihimpun kepada masyarakat melalui
pinjaman usaha (Kusmiyati, 2010).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan
lembaga koperasi yang menerapkan prinsip syariah untuk kegiatan usaha meliputi
simpanan, pembiayaan dan pinjaman juga termasuk dalam mengelola zakat,
wakaf, infaq atau sedekah. Lembaga ini lebih banyak mendistribusikan kearah
pemberdayaan, dan terutama bagi pelaku usaha mikro yang berhak menerima
dana. Akad murabahah masih memimpin dalam pengadaan modal usaha. Dalam
akad mudharabah, pihak koperasi selaku pemilik dana (shahibul maal)
menyebutkan besaran harga pembelian barang kepada nasabah atau calon pembeli
(mudharib) kemudian hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi
bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (Sudarsono, 2017). Murabahah
memiliki karakteristik bahwa pihak penjual wajib mengatakan harga asli
pembelian produk yang dibutuhkan dan besaran jumlah keuntungan yang telah
ditambah biaya (cost) (Wiroso, 2005).

KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) adalah lembaga keuangan mikro
syariah dibawah binaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten
Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 180.518/08/2006 yang berbadan
hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) dan didirikan
pada tanggal 25 Maret 2006. Lembaga ini bergerak di bidang simpan pinjam dan
jasa pembiayaan syari'ah, bertanggung jawab atas pengelolaan Baitul Maal, yaitu

menerima dan mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadagah serta dana sosial



lainnya. Layaknya bank syariah, KSPPS BIM juga memiliki beberapa resiko
pembiayaan atau resiko kredit, dalam memberikan layanan pembiayaan tidak ada
pengembalian pokok pembiayaan, tidak mendapat imbalan, ujrah, ataupun bagi
hasil yang telah disepakati KSPPS BIM dengan anggotanya.

Sebagai bagian dari sarana untuk mengembangkan bidang ekonomi,
sistem keuangan syariah menghadapi banyak kendala, seperti teori, operasional
dan implementasinya (Igbal dan Mirakhor, 2008). Pada saat ini, negara Indonesia
sedang dilanda musibah yaitu menyebarnya Corona Virus yang berasal dari
Wuhan, China. Untuk mencegah penularan virus tersebut, pemerintah Indonesia
telah memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah di beberapa
daerah zona merah di Indonesia. Hal inilah yang memperlambat aktifitas
perekonomian. Usaha-usaha menjadi tidak berkembang karena konsumen hanya
akan melakukan pembelian barang primer dan cenderung menghindari pembelian
barang sekunder atau tersier (Iskandar, Possumah, Akbar. 2020). Hal ini
memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia.
Karyawan, buruh, dan pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari
tempat mereka bekerja. Selain itu, dalam sektor perbankan juga terkena dampak
salah satunya ditimbulkan karena semakin berkurangnya dana yang masuk ke
bank maupun koperasi.

KSPPS Bina Insan Mandiri (BIM) harus dapat berhati-hati dalam
memberikan pembiayaan akad murabahah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir
adanya masalah yang akan timbul dikemudian hari. Oleh sebab itu, KSPPS Bina
Insan Mandiri perlu memiliki strategi untuk menangani pembiayaan murabahah

yang bermasalah.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan
dapat disebut dengan penelitian lapangan dimana penelitian ini mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat (Waluyo,

2002). Dengan kata lain penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau



keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat guna mengetahui dan menemukan fakta-
fakta data yang dibutuhkan (Waluyo, 2002).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan,
tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati (Nugrahani, 2014). Penelitian
kualitatif ingin mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya
atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang
sesungguhnya dan dalam konteksnya. Penelitian ini mengkaji perspektif
partisipan dengan strategi strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi,
wawancara, dokumen dokumen, sumber data pelengkap seperti foto, rekaman,
dan lainnya yang dilakukan dengan teknik-teknik untuk mendapatkan data yang
valid (Yusuf, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah
di KSPPS Bina Insan Mandiri pada Masa Pandemi Covid-19 dan Resiko
yang Diperoleh KSPPS Bina Insan Mandiri
Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana nasabah tidak sanggup
membayar seluruh atau sebagian kepada pihak koperasi seperti kesepakatan
sebelumnya. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi meskipun telah dianalisis
secara cermat (Mudrajad, 2002). Penyaluran dana atau pembiayaan dengan akad
sesuai syariah di KSPPS BIM SELOKATON salah satunya adalah akad
murabahah. Dalam buku Himpunan Fatwa DSN yang dimaksud dengan
murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada
pembelinya kemudian pembeli akan membayar dengan harga lebih sebagai laba.
KSPPS BIM SELOKATON mengalami peningkatan khususnya pada
pembiayaan murabahah. KSPPS BIM SELOKATON memiliki peranan penting
dalam pemberdayaan kecil dan usaha menengah diwilayah sekitarnya. Namun,
dengan hadirnya covid-19 sejak tahun 2020 di Indonesia, nasabah susah

mempertahankan usahanya karena kecukupan modal namun pendapatannya yang



terus berkurang sehingga berpengaruh juga terhadap KSPPS BIM SELOKATON

yang memiliki beberapa kendala sehingga mempengaruhi pendapatannya.

Ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad

murabahah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

Kurang cermatnya karyawan sehingga masih kurang pengetahuan
mengenai pembiayaan dan juga belum terlalu bisa untuk menganalisis
calon nasabah dengan baik.

Kurangnya analisis untuk maksud dan tujuan nasabah dalam penggunaan
pembiayaan serta sumber pembiayaan kembali.

KSPPS BIM SELOKATON masih kurang dalam melakukan pengawasan
secara berkala terhadap nasabah yang telah dicairkan untuk melakukan
kegiatan usahanya.

Lemahnya jaminan atau agunan yang tidak dipantau secara baik.

Adanya faktor kekeluargaan yang menyebabkan pembiayaan tidak
berjalan lancar, dimana ada rasa malu atau sungkan untuk melakukan
penagihan.

Pihak koperasi memberikan banyak kelonggaran bagi nasabah sehingga
nasabah merasa tidak terbebani dan menganggap sepele pembiayaan
tersebut.

Kurangnya kunjungan secara on the spot di tempat usaha nasabah.

Pemberian pembiayaan terkadang terlalu banyak tanpa disadari pihak
Koperasi (Mulyadi, 2016).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah KSPPS BIM
SELOKATON adalah :

1)

Nasabah atau nasabah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap untuk membayar

pembiayaan.



2) Nasabah bertindak ceroboh dengan melakukan penyimpangan dalam
penggunaan pembiayaan murabahah sehingga tidak dapat mengelola usaha
dengan tepat.

3) Nasabah tidak jujur dan tidak amanah dalam memberikan informasi
mengenai besaran gaji yang didapat, hal ini dapat menghambat
pembiayaan.

4) Karena wilayah KSPPS BIM SELOKATON merupakan pedesaan, banyak
nasabahnya yang bekerja di bidang pertanian. Pada masa paceklik banyak
nasabah yang mengalami gagal panen sehingga tidak dapat membayar
pembiayaan.

5) Adanya pandemi covid-19, nasabah banyak yang terkena dampak mulai
dari pengurangan gaji, pengurangan jam kerja dan lain sebagainya
mengakibatkan pembayaran pembiayaan menjadi tersendat.

Selain penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah yang
ada dalam KSPPS BIM Selokaton, ada juga resiko yang ditimbulkan karena
pembiayaan bermasalah. Resiko yang timbul adalah kejadian potensial yang dapat
diperkirakan maupun kejadian tidak terduga dan memiliki dampak negatif bagi
pendapatan dan juga permodalan. Resiko yang paling umum adalah keadaan
dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau karena
melebihi jangka waktu yang telah disepakati (Hermansyah, 2007).

Dengan adanya pandemi covid-19, likuiditas KSPPS BIM SELOKATON
mengalami penurunan akibat nasabahnya melakukan penarikan simpanan serta
berkurangnya minat untuk menabung karena penghasilan nasabahnya juga
terdampak. KSPPS BIM SELOKATON menjadi kekurangan cashflow dan
likuiditas keuangan. Dikarenakan banyaknya Kkegiatan dalam pembiayaan
murabahah di KSPPS BIM SELOKATON, tidak diragukan juga bahwa dalam
pembiayaan murabahah ini memiliki berbagai macam resiko. Resiko disini seperti
resiko pembiayaan, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko pasar, resiko reputasi,
resiko imbal hasil, resiko kepatuhan dan juga resiko investasi (Wangsawidjaja,
2012).

Dapat penulis simpulkan bahwa KSPPS BIM SELOKATON kurang tepat
dalam mengadakan survey. KSPPS BIM SELOKATON kurang memahami



karakter para nasabahnya, sehingga informasi-informasi yang didapat terhitung
minim. Memberikan kepercayaan kepada nasabah tidak sepenuhnya benar, karena
seringkali disalahgunakan oleh nasabah. Karakter nasabah dapat berubah yang
awalnya memiliki karakter yang baik pada saat memenuhi kebutuhan hidupnya
pada saat perjalanan membayar angsuran menjadi tidak lancar karena nasabah
lebih mementingkan kebutuhan yang lain, akibatnya usaha nasabah menjadi gagal
dan nasabah menjadi tidak mampu melanjutkan dalam mengelola usahanya. Hal
ini dapat ditemui karena tidak efektifnya kontrol serta biaya pengeluaran dan
utang yang sangat susah untuk ditagih.

Semakin lama berdirinya KSPPS BIM SELOKATON, semakin banyak
juga nasabah yang menggunakan akad murabahah. Karena semakin bertambahnya
jumlah nasabah, pengawasan dari KSPPS BIM SELOKATON juga semakin
berkurang, hal ini dapat menyebabkan nasabah menjadi lalai akan kewajibannya.
Adanya pandemi covid-19 juga menjadi penyebab terhambatnya KSPPS BIM
SELOKATON dalam melakukan tindakan perbaikan secara dini dan tepat waktu.
Kegiatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) juga
membatasi pengurus dalam mengontrol dan mengunjungi para nasabah. Hal
tersebut tentunya memberi dampak yang besar pada KSPPS BIM SELOKATON
karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke koperasi.

Penyebab yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah sebenarnya
dapat dikurangi dengan profesionalitas para pengurusnya. Baik dengan pendataan
melalui survey yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada anggota
serta memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab dari para
anggota untuk melunasi angsuran npembiayaan. Apabila pengurus sudah memiliki
tingkat profesionalitas yang baik, maka anggota juga dapat terfilter dengan baik.
Dengan demikian pembiayaan bermasalah dapat teratasi.

3.2.  Strategi Pencegahan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada
Akad Murabahah di KSPPS BIM Selokaton

Penyebab pembiayaan bermasalah yang paling utama adalah tidak kembalinya

pembiayaan dan bagi hasil seperti yang telah disepakati pada awal dilakukannya

perjanjian. Pembiayaan bermasalah memiliki dampak yang cukup besar bagi

koperasi yaitu menurunnya pendapatan koperasi (Ismail, 2010). Koperasi harus



menyiapkan cadangan dana yang besar jika pembiayaan yang bermasalah juga

semakin besar (Setiawan, Adi, dan Utomo, 2015). Apabila nasabah tidak

memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan biaya modal, maka pembiayaan
macet serta resiko pembiayaan akan menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi

(Wahyudi, 2013).

Dalam peraturan hukum syariah, nasabah yang sengaja tidak membayar
dianggap sama dengan perampasan kekuasaan dan harus mengembalikan
keuntungan bersamaan dengan harta bendanya. Berdasarkan hal tersebut, para
cendekiawan memperbolehkan adanya sanksi pada penanganan pembiayaan
bermasalah. Menurut para ahli hukum maliki, nasabah yang menunda pembayaran
seharusnya diwajibkan membayar ditujukan untuk aktifitas kedermawanan (Ayub,
2013). Dalam fatwa DSN No.17 /DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan mengenai
sanksi atas hasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah ini,
KSPPS BIM SELOKATON memiliki berbagai strategi pencegahan. Sebenarnya
strategi pencegahan sebelum pandemi covid-19 dan setelah adanya pandemi
covid-19 tidak jauh berbeda, namun ada beberapa poin tambahan berdasarkan
kebijakan koperasi yaitu :

a. KSPPS BIM SELOKATON akan mengupgrade marketing dengan
memberikan edukasi penanganan pembiayaan bermasalah, membentuk tim
penagihan tersendiri untuk tingkat kemacetan parah dimasa pandemi covid-19.

b. KSPPS BIM SELOKATON akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan
dengan bertemu dan membicarakan masalah yang sedang dihadapi oleh
nasabah. Setelah itu, KSPPS BIM SELOKATON akan melakukan pendekatan
kepada nasabah yang tidak tertib dalam membayar angsuran.

c. KSPPS BIM SELOKATON akan melakukan Rescheduling serta
Reconditioning yang juga dilakukan oleh account officer untuk mengikuti
perkembangan zaman.

Berdasarkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah diatas,
disimpulkan bahwa dapat dilakukan penekanan untuk memperkecil terjadinya

pembiayaan bermasalah seperti :



1. KSPPS BIM SELOKATON dapat memberikan peringatan kepada anggota
yang bermasalah pada pembiayaan dengan mendatangi tempat usahanya
secara rutin dan mampu memberikan teguran secara tertulis.

2. KSPPS BIM SELOKATON melakukan kesepakatan secara tertulis (anggota
membuat perjanjian waktu pembayaran).

3. KSPPS BIM SELOKATON melakukan pendekatan secara agama dengan
tujuan agar anggota mengerti bahwa hutang hukumnya wajib untuk dibayar.

4. KSPPS BIM SELOKATON dapat menjalankan sistem resceduling saja.
Dengan mengevaluasi serta menganalisis semua kemampuan usaha
nasabahnya KSPPS BIM SELOKATON dapat membuat kesepakatan baru dan
jadwal baru yang dapat meringankan nasabah.

Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUl Nomor : 48/DSN-
MUI/11/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.

5. KSPPS BIM SELOKATON dapat memberikan asistensi atau bantuan kepada
usaha mitra jika hasil evaluasi manajemen menjadi salah satu penyebab
pembiayaan bermasalah.

6. Apabila KSPPS BIM SELOKATON pada saat melakukan penagihan tidak
berjalan dengan efektif, maka KSPPS BIM SELOKATON dapat meminta
bantuan pada pihak ketiga (collection agent). Pihak ketiga yang dimaksud
disini bisa agen/kantor hukum atau pengacara (Khairunnisa, 2020). Dengan
catatan bahwa pihak ketiga harus capable, credible, amanah serta memahami
prinsip-prinsip syariah dalam menagih (Sa’diyah, 2019).

KSPPS BIM SELOKATON tidak diperbolenkan untuk melakukan
penyitaan dengan cara memaksa kepada pihak nasabah. Oleh sebab itu, pada saat
melakukan akad, koperasi mencantumkan jaminan sebagai pengganti apabila
nasabah tidak dapat menepati janjinya atau tidak dapat melunasi pembiayaan
(Sudarto, 2020).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang penulis lakukan di KSPPS
BIM SELOKATON, maka dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada
akad murabahah pihak koperasi telah melakukan kebijakan sesuai dengan hukum
yang berlaku secara syariah islam. KSPPS BIM Selokaton sebisa mungkin selalu

memberikan jalan keluar yang tidak menyulitkan para nasabahnya.



4, PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari analisis yang telah dilakukan pada hasil penelitian dan pembahasan yang
telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan antara lain:
4.1.1 Faktor-faktor penyebab dan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah
akad murabahah di KSPPS BIM Selokaton
Ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad murabahah
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal, faktor
internal yang terjadi di KSPPS BIM SELOKATON terjadi karena lemahnya
Sumber Daya Manusia (SDM) dari para karyawan untuk dapat menganalisis
nasabah, sehingga nasabah yang belum cakap dapat lolos dari analisis. Selain itu,
rasa tidak enakan dari karyawan juga menjadi salah satu faktor timbulnya
penyebab pembiayaan bermasalah. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor
eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu tidak jujurnya
nasabah kepada pihak KSPPS BIM SELOKATON, hilangnya nasabah tanpa
adanya kabar, dan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pembayaran.
Selain itu, pada saat ini penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah
karena adanya pandemi covid-19. Beberapa nasabah terkena PHK, pengurangan
jam Kkerja serta pemotongan gaji sehingga nasabah menjadi kesulitan untuk
membayar angsurannya.

Resiko yang diperoleh KSPPS BIM karena pembiayaan bermasalah yang
paling utama vyaitu tidak kembalinya pembiayaan dengan tepat waktu. Karena
kondisi pandemi covid-19 kondisi keuangan KSPPS BIM mengalami penurunan
karena banyaknya nasabah yang melakukan penarikan untuk memenuhi
kebutuhan namun sedikit yang menabung. Selain itu, apabila petugas KSPPS BIM
tidak melakukan penilaian secara benar, maka KSPPS BIM beresiko kehilangan
nasabah yang potensial, begitu juga sebaliknya KSPPS BIM bisa beresiko

mendapat nasabah yang memiliki karakter baik pada saat penilaian di awal saja.
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4.1.2 Strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan bermasalah pada

akad murabahah di KSPPS BIM Selokaton

Pembiayaan bermasalah akad murabahah di KSPPS BIM secara umum sudah

teratasi dengan baik dengan mengupgrade sistem di marketing dan membentuk

tim penagihan untuk pembiayaan di tingkat kemacetan yang parah pada masa
pandemi covid-19. Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus diselesaikan
dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu.

Selanjutnya, KSPPS BIM melakukan rescheduling dan reconditioning untuk

nasabah yang kesulitan dalam membayar kembali tagihannya.

Untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah karyawan secara berkala
mengunjungi anggota agar membayar dengan tertib. Karyawan di KSPPS BIM
harus meningkatkan kemampuan dengan diberikan pelatihan managerial secara
rutin. Apabila pada saat melakukan penagihan tidak berjalan dengan efektif, maka
KSPPS BIM SELOKATON dapat meminta bantuan pada pihak ketiga (collection
agent). Langkah terakhir apabila nasabah tidak membayar pembiayaan
murabahah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‘ah
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program ataupun penelitian selanjutnya,

diantaranya :

a. Dalam melakukan analisis pembiayaan akad murabahah KSPPS BIM
Selokaton lebih baik mengutamakan dan memperhatikan prosedur yang telah
berlaku agar mampu mengurangi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.

b. Diperlukan karyawan yang teliti dan terampil untuk mengurangi terjadinya
pembiayaan bermasalah dan dapat memfilter karakter para nasabahnya.

c. Pihak KSPPS BIM Selokaton dapat lebih tegas dalam menolak permohonan
pembiayaan oleh nasabah yang kriterianya tidak terpenuhi, dengan begitu
KSPPS BIM Selokaton dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan
memperkecil terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
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